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Abstak : Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Evaluasi Kebijakan Program Online Single Submission (OSS) Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi William N. Dunn dengan enam indikator yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan kesesuaian. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi program pelayanan perijinan melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang dapat tercapai dengan baik, beberapa Standar Operasional Prosedur mengatur bagaimana Online Single Submission (OSS) ) dilaksanakan walaupun masih mengalami beberapa kendala seperti masyarakat yang masih kesulitan akses sinyal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang solusinya dengan melakukan pendampingan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang. Meski dengan kendala yang ada, implementasi Online Single Submission (OSS) tetap berjalan.

Kata Kunci : Program Perizinan, Website, Kebijakan
Abstract: This study aims to see how far the Online Single Submission (OSS) Program Policy Evaluation is at the Sintang Regency Investment and One-Stop Integrated Service Office. The research method used is a type of qualitative research with a case study approach. The theory used is William N. Dunn's evaluation theory with six indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and suitability. The result of this study is that the implementation of the licensing service program through Online Single Submission (OSS) at the Sintang Regency One-Stop Investment and Integrated Service Service can be achieved well, and several Standard Operating Procedures regulate how Online Single Submission (OSS) is carried out, even though there are still some problems. Obstacles, such as people who still have difficulty accessing signals, are solved by the Sintang Regency Investment and One-Stop Integrated Services Service, which provides assistance. Even with the existing constraints, the implementation of Online Single Submission (OSS) continues.
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PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi di setiap negara mempengaruhi sektor pemerintahannya terutama di bidang pelayanan kepada masyarakat salah satunya melalui e-government (Kim & Kim, 2021). E-government adalah salah satu inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja-kinerja dari pemerintah untuk berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat (Mardiana et al., 2021). Oleh karena itu e-government didefinisikan sebagai praktik inovasi sosial dalam administrasi publik, dapat dilakukan dengan mudah namun terkadang masih mengalami kesulitan bahkan kegagalan (Sadik-Zada et al., 2022). E-Government merupakan upaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang diatur dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan e- Government yang fungsinya adalah memayungi seluruh kebijakan teknis operasional di bidang e-Government (Noviyanti et al., 2021).
E-Government adalah upaya pemerintah untuk menggunakan Informasi dan Komunikasi Teknologi (ICT) untuk mengotomatisasi layanan publik dan memfasilitasi penggunaannya oleh warga negara, bisnis dan antar instansi pemerintah, tujuan dari upaya ini adalah untuk mengintegrasikan pelayanan publik secara elektronik, dimana pelayanan warga negara dan dunia usaha dilakukan secara aman, transparan dan dengan kepercayaan secara desentralisasi tanpa keterlibatan otoritas publik dan menghilangkan birokrasi (Lykidis et al., 2021). E-Government lebih menekankan pada pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui jalur digital sehingga dianggap menurunkan biaya administrasi, adanya integrasi layanan dan peningkatan respon dari masyarakat yang menggunakan pelayanan tersebut (Al-Rahmi et al., 2022).

E-government juga dianggap sebagai inovasi dimana pemerintah merombak ulang fungsi administratif, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mewujudkan demokrasi(Allmann & Radu, 2022). Dalam arti sempit, dicontohkan sebagai upaya untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan warganya menggunakan Internet dan Website (Morato et al., 2021). Oleh sebab itu, sehubungan dengan bentuk e-government ada berbagai istilah dan konsep dengan fokus pada kerja sama dan tata kelola di sektor publik (Saleh et al., 2021). Namun di Indonesia masih terus mengembangkan aplikasi e-Government yang fokus pada penggunaan website dan layanan informasi saja dan masih memiliki beberapa kendala di berbagai daerah yang mulai menerapkan E-Government (Ahmad et al., 2021).


Salah satu penerapan e-government dalam bidang pelayanan kepada masyarakat adalah melalui pelayanan perizinan berusaha berbasis online yang terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 (Kusnadi & Baihaqi, 2020). Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 mengenai Online Single Submission (OSS), dijelaskan bahwa Online Single Submission (OSS) adalah penerbitan izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota melalui sistem pemerintahan elektronik yang terintegrasi(Pribadi et al., 2021). Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan perizinan berusaha, Pemerintah telah menyiapkan Online Single Submission (OSS) dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan usaha, dengan cara menerapkan perizinan usaha elektronik terpadu (Hendrawan et al., 2020).
Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dapat diakses ecara online melalui situs web Online Single Submission (OSS) yaitu https://oss.go.id/portal/ lalu melakukan prosedur pendaftaran, selanjutnya Lembaga Online Single Submission (OSS) akan mengirimkan email konfirmasi berupa username dan password yang digunakan untuk login/masuk ke dalam situs Online Single Submission (OSS)  setelah itu akun siap digunakan untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha (Rahayu et al., 2021). Pelayanan perizinan berusaha online ini mudah di akses namun masih memiliki beberapa kendala terlebih lagi bagi mereka yang belum terbiasa menggunakan pelayanan publik bersistem online, hal ini menyebabkan belum efektifnya penerapan Online Single Submission (OSS) di Indonesia (Irfani et al., 2021)
Online Single Submission (OSS) adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memberikan kemudahan berbisnis dan mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif di Indonesia (Susanty, 2022).  Online Single Submission (OSS) dapat di akses melalui http://oss.go.id oleh setiap pelaku usaha, baik perorangan maupun non perseorangan sesuai dengan ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (Assegaf et al., 2019). Para pelaku usaha dapat mengakses Online Sistem Single Submission (OSS) dengan cukup membawa akta pendirian perusahaan dari notaris yang telah disahkan ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kemudian hasil dari permohonan izin melalui Online Single Submission (OSS) adalah Nomor Induk Berusia (NIB) yang merupakan nomor identitas pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan usahanya (Andriyani & Maerani, 2021). 

Ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai Online Single Submission, salah satunya yaitu penelitian oleh Susanty (2022) yang berjudul Offline Consultation Needs On Online Licensing Services Through Online Single Submission System yang menjelaskan di Indonesia masih mengalami beberapa kendala umum seperti masih kurangnya sosialisasi, masih rendahnya kualitas SDM yang mengerti akan teknologi dan infrastruktur seperti jaringan untuk mengakses website Online Single Submission (OSS) yang masih belum optimal (Susanty, 2022). Selanjutnya dalam penelitian Sabillah (2022) yang  berjudul Implementasi Online Single Submission (OSS) dalam Meningkatkan Kualitas Perizinan (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan) dengan hasil Implementasi Online Single Submisson pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan sudah berjalan baik namun belum sepenuhnya optimal, terdapat faktor penghambat yaitu indikator komunikasi dan indikator sumber daya (Sabillah et al., 2022).


Salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Sintang juga sudah mulai menerapkan Online Single Submission (OSS) sejak tahun 2018, hadirnya inovasi ini dalam bidang perizinan diharapkan memberikan banyak dampak positif seperti memudahkan perizinan yang biasanya melalui perizinan offline bisa sampai berminggu-minggu karena mengantri dan lain lain. Namun ada beberapa kendala yang terjadi, mengingat infrastruktur di Kabupaten Sintang belum memadai, listrik dan sinyal belum stabil terutama di daerah-daerah pedalaman yang menyebabkan para pelaku usaha yang ingin membuat perizinan usaha harus menempuh jarak yang lumayan jauh untuk ke lokasi yang memiliki sinyal atau jaringan yang memadai (DPMPTSP Sintang, 2021).  Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk memfokuskan penelitian ini dengan melihat sejauh mana Evaluasi Kebijakan Program Online Single Submission (OSS) dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dari adanya Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain (Rahayu et al., 2021). Dalam penelitian ini akan meneliti bagaimana evaluasi kebijakan Program Pelayanan Perizinan Online melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan penelitian dan memberi gambaran mengenai bagaimana evaluasi kebijakan program pelayanan perizinan online melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait yaitu Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Sintang dan beberapa pelaku usaha yang pernah melakukan pelayanan perizinan usaha melalui Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Sintang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif dari Miles & Huberman yang terdiri atas empat komponen proses analisis yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Abubakar, 2020).
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai suatu program apakah sudah sesuai dengan perencanaan dan mencapai hasil yang diharapkan atau belum (Darmana et al., 2021). Pengertian dari evaluasi kebijakan adalah hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan dan bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan (Natika & Putri, 2021). Menurut pandangan dari Lester dan Stewart evaluasi dilaksanakan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan, oleh sebab itu evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan (Tonni Seto Soekemi, 2022).

Menurut pandangan William N. Dunn ada beberapa kriteria evaluasi kebijakan (Natika & Putri, 2021), terdiri atas  Efektifitas (effectiveness) yaitu berkaitan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan, Efisiensi (efficiency) yaitu berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu, Kecukupan (adequacy) yaitu berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas untuk memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan, Perataan (equity) yaitu berkaitan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, Responsivitas (responsiveness) yaitu berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. , Ketepatan (appropriateness) yaitu berkaitan dengan ketepatan kebijakan yang tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.
Berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003) yang akan diadopsi dalam penelitian mengenai Evaluasi Program Pelayanan Perizinan melalui Online melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, dijelaskan sebagai berikut :

a. Efektifitas (effectiveness)
       Efektivitas merupakan suatu pencapaian hasil yang dinilai sesuai dengan tujuan yang diharapkan pembuat kebijakan. Efektivitas dari pelaksanaan program pelayanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang dapat tercapai dengan baik, ada prosedur dan Standar Operasional Prosedur yang mengatur bagaimana pelaksnaaan Online Single Submission (OSS) tersebut. Standar Operasional Prosedur yang diterapkan sudah sesuai standar nasional sesuai dengan peraturan dari pemerintah pusat. Sarana prasarana pendukung yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang juga sudah cukup baik. Sumber Daya Manusia yang ada juga sudah memadai dan memiliki kemampian sesuai standar pelayanan. 
      Oleh sebab itu, beberapa permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha yang terkendala masalah eksternal seperti kesulitan sinyal untuk mengakses website Online Single Submission (OSS) dapat mendapat alternatif bantuan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang. Hal ini dikarenakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang memiliki tugas pembantuan dan pendampingan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang sudah menyediakan loket khusus yang lengkap dengan komputer serta prasarana lain yang bisa digunakan oleh pelaku usaha yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses Online Single Submission (OSS).
      Berdasarkan efektivitas pelayanan melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang, terlihat bahwa sudah ada dampak positif terhadap pencapaian hasil dan target pelayanan perizinan. Pengurusan dokumen dan perizinan semakin cepat, mencegah adanya pungutan liar yang menawarkan percepatan pengurusana dan pelayanan menjadi sangat efektif. Disisi lain, ada pegawai-pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang yang siap membantu dan mendampingi para pelaku usaha yang akan melakukan pelayanan melalui Online Single Submission (OSS). Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa meskipun infrastruktur di Kabupaten Sintang yang belum merata seperti amsih ada beberapa desa yang belum memiliki sinyal yang optimal untuk mengakses Online Single Submission (OSS) namun Pemerintah Kabupaten Sintang khsusunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang memberikan alternatif lain sehingga memudahkkan para pelaku usaha yang masih mengalami kesulitan.
        Dengan adanya tugas pembantuan dan pendampingan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang tersebut, maka target yang diharapkan dalam pengimplementasian program pelayanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang sudah tercapai dengan baik, ini dibuktikan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sejak tahun 2019-2021 dibawah ini :

Tabel 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

	Tahun
	                        Periode                  Nilai
	 Keterangan           

	2019
	                              I                       87,03
	     BAIK

	2019     
	                             II                       89,25
	SANGAT BAIK

	2020 
	                              -                       86,86
	     BAIK

	2021                
	                             I                        83,92
	     BAIK

	2021
	                             II                       84,57
	     BAIK


Sumber : Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang
Berdasarkan tabel diatas terlihat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2019 periode I ke periode II mengalami kenaikan dari 87,03 ke 89,25 bahkan pada tahun 2019 periode II Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang mendapatkan nilai sangat baik. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,39. Namun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2021 periode I mengalami penurunan sekitar 2,94. Namun pada tahun 2021 periode II Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami kenaikan sebesar 0,65 poin sehingga mendapat nilai 84,57.

Untuk jenis perizinan yang membutuhkan waktu penyelesaian lama adalah perizinan dan non-perizinan yang membutuhkan rekomendasi dari dinas teknis. Hal-hal yang menyebabkan lamanya waktu penyelesaian bisa dikarenakan beberapa dokumen yang dibutuhkan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang berbeda. Sebagai gambarannya, sejak digunakannya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), peran serta aktif dari pihak pemohon juga sangat dibutuhkan, misalnya dalam hal mengunggah (upload) dokumen - dokumen yang dibutuhkan seperti slip tanda setoran pembayaran retribusi yang semestinya harus diunggah oleh pemohon sendiri.
Beberapa permasalahan tersebut menjadi pemacu bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang untuk semakin meningkatkan pelayanannya agar tepat waktu, termasuk berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan memberi pemahaman kepada pihak pemohon. Sehingga efektivitas ini merupakan salah satu hal terpenting dalam proses evaluasi kebijakan, yang kedepannya akan memberikan solusi dalam permasaslahan-permassalahan yang hadir dalam proses penerapan kebijakan tersebut.

b. Efisiensi (efficiency) 

Efektivitas menitikberatkan pada hasil yang dicapai, tanpa mempertimbangkan tenaga, waktu, dan biaya. Sementara efisiensi lebih menekankan seberapa besar upaya mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan dengan menggunakan seminimal mungkin sumber daya yang ada (Purwanti & Rosdiana, 2020). Berdasarkan hasil observasi mengenai efisiensi dalam memberikan pelayanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam standar pelayanan yang ada. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti masyarakat masih sulit mengakses website Online Single Submission (OSS) dikarenakan sinyal yang belum stabil pada setiap daerah. Disisi lain jika dilihat dari aspek efisiensi penyelesaian pelayanan berbasis online dinilai sudah efisien karena terdapatnya usaha dari penyediaan pelayanan yang mengusahakan penyelesaian pekerjaan dengan lebih cepat.
Kinerja pegawai dalam pengimplementasian program pelayanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang dapat dilihat dari pengetahuan dan kualitas dari sumber daya yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Jumlah dari pegawai yang adia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sudah sesuai standar pelayanan yang berlaku. Kualifikasi pendidikan para SDM juga sudah sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan sehingga memiliki pengalaman dalam melayani masyarakat. Khususnya bagi staff-staff yang menangani bagian pembantuan dan pendampingan Online Single Submission (OSS) sudah memahami teknologi dan memiliki latar belakang pendidikan yang relevan.
c. Kecukupan (adequacy) 

Berdasarkan indikator adequacy dijelaskan bahwa penawaran proses pelayanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sudah berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan adanya beberapa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait kepada masyarakat. Sosialisasi-sosialisais tersebut sudah menjangkau kecamatan-kecamatan terdekat sejak 2020-2021. Pada tahun 2022 sosialisasi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sudah mencapai 14 kecamatan di Kabupaten Sintang. 

d. Kesamaan (equity) 
Kesamaan sangat erat kaitannya dengan pemerataan hasil  dalam pelaksanaan program pelayanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang. Adanya penerapan pelayanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sintang, tidak membedakan status sosial dan tidak mengutamakan kepentingan salah satu pihak saja. 
e. Responsivitas (responsiveness) 
Dalam teori William Dunn menjelaskan bahwa responsivitas berkaitan dengan respon pelaksanaan kebijakan terhadap kebijakan publik, berdasarkan hasil observasi mengenai tanggapan masyarakat tentang penerapan sistem pelayanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang  memiliki tanggapan yang baik serta cukup tanggap terhadap keluhan atau kebutuhan masyarakat. Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang  telah menyediakan kotak saran dan layanan pengaduan bagi masayarakat mau menyampaikan saran atau keluhan terhadap pelayanan yang diberikan dan bagi yang tidak bisa datang langsung kekantor bisa melalui call center Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang.
Untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari SDM yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selalu ada koordinasi dan komunikasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah terkait. Selanjutnya dengan adanya Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Sintang, membuat proses pelayanan lebih efisien dan tidak mengeluarkan waktu yang banyak. Adanya sarana prasarana pembantuan dan pendampingan seperti laptop, wifi dana lain sebagainya dianggap dapat mempermudah pelaku usaha dalam memproses pelayanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) tersebut. Berkaitan dengan ketersediaan dana, sudah jelas hadirnya inovasi pelayanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) ini sangat menunjang dan dituntut untuk menyediakan sistem sarana prasarana yang baik sesuai undang-undang yang berlaku. Berikut contoh loket pendampingan dan pembantuan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) :
[image: image1.png]



Gambar 1. Masyarakat menggunakan loket pendampingan dan pembantuan OSS
Sumber : Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang

f. Ketepatan (appropriateness) 
Berdasarkan penerapan pelayanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang dijelaskan bahwa pelayanan melalui Online Single Submission (OSS) ini sudah sesuai sasaran atau tepat sasaran karena tujuan dari diterapkannya pelayanan online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang itu agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat dan tidak berbelit dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat yang mengurus perizinan. Perizinan online melalui Online Single Submission sangat mempermudah pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang.
SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penjelasan masing-masing indikator di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada indikator pertama yaitu efektivitas pada pelaksanaan program pelayanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang dapat tercapai dengan baik, ada prosedur dan SOP yang mengatur bagaimana pelaksnaaan Online Single Submission (OSS) tersebut. Pada indikator kedua yaitu efisiensi, pada pelaksanaan program pelayanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Sintang sudah dianggap efisien karena upaya-upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang untuk membantu proses pelayanan perizinan sudah optimal.

Berdasarkan indikator adequacy dijelaskan bahwa penawaran proses pelayanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sudah berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan adanya beberapa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama OPD-OPD terkait kepada masyarakat. Pada indikator kesamaan pada penerapan pelayanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sintang.

Pada indikator responsivitas, berdasarkan hasil observasi mengenai tanggapan masyarakat tentang penerapan sistem pelayanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang  memiliki tanggapan yang baik serta cukup tanggap terhadap keluhan atau kebutuhan masyarakat. Adapun untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari SDM yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selalu ada koordinasi dan komunikasi terhadap OPD-OPD terkait.  Pada indikator Ketepatan (appropriateness) penerapan pelayanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang, dijelaskan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat dan tidak berbelit dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat yang mengurus perizinan. Perizinan online melalui Online Single Submission sangat mempermudah pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang.
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